
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2025/PA Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Kendari  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

pada tingkat pertama secara e-litigasi (elektronik)  dalam sidang majelis hakim

telah Menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX,  NIK XXXX, Tempat dan Tanggal  Lahir:  XXX, Umur 39 tahun,  Jenis

Kelamin  Perempuan,  Agama  Islam,  Pendidikan

SMA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta  Kewarganegaeraan

Indonesia,  Alamat XXXXX,  XXXXX,  No.  Hp :  XXX,  Alamat

email : XXXX, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

XXXXX,  NIK  XXXX,  Tempat  dan Tanggal  Lahir  XXX,  Umur  49 tahun,  Jenis

Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan SMA/Sederajat,

Pekerjaan Sopir Truk, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat

XXXXX, XXXXX, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di

persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat  berdasarkan  surat  gugatannya

bertanggal  09  Januari 2025  yang  telah  didaftarkan  di  dalam  Register

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 68/Pdt.G/2025/PA Kdi. tanggal

13 Januari 2025 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan

perkawinan  pada  tanggal  XXXX dan  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX sebagaimana Duplikat  Akta Nikah

Nomor : XXXXX Tertanggal XXXX;
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2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat awalnya

tinggal di XXXXX kurang lebih selama 8 (delapan) tahun;

3. Bahwa  selama  perkawinan  antara Penggugat dan  Tergugat telah

berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan di karunia 1 (satu)

orang anak:  XXXXX,  Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir  di  XXXX, Usia 13

Tahun;

4. Bahwa awalnya  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

berlangsung harmonis,  namun sekitar bulan Maret Tahun 2016 rumah

tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran secara

terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5. Bahwa puncak  keretakan  hubungan  rumah tangga  antara  Penggugat

dan  Tergugat  terjadi  pada  Bulan  Agustus  tahun  2016,  sehingga

mengakibatkan Tergugat meninggalkan rumah dan sudah tidak tinggal

bersama lagi/pisah rumah sampai sekarang;

5. Bahwa sejak  Penggugat  meninggalkan  rumah,  Tergugat  sudah  tidak

melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah

kepada Penggugat; 

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan

untuk  membentuk  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan

warahmah  sudah  sulit  dipertahankan  lagi,  dan  oleh  karenanya  agar

masing-masing  tidak  lebih  jauh  melanggar  norma  hukum dan  norma

agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk

menyelesaikan  permasalahan  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan

Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini.

Berdasarkan  seluruh  uraian hukum diatas,  maka  dengan  ini  Penggugat

meminta  kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari  Cq.  Majelis  Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar

sebagai berikut :

PRIMAIR
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughra Tergugat  (XXXXX), terhadap

Penggugat (XXXXX), di Pengadilan Agama Kendari;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)..

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri

di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang

lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah

dipanggil secara resmi dan patut dan tidak nyata ketidakhadirannya tersebut

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa

hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan

dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap

mempertahankan  keutuhan  rumah  tangganya  dengan  Tergugat,  akan  tetapi

tidak  berhasil.  Sedangkan  usaha  damai  melalui  proses  mediasi  tidak  dapat

dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

menyerahkan  alat  bukti  surat  berupa  Fotokopi  Duplikat  Akta  Nikah  Nomor:

XXXXX tertanggal  XXX dari Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXX, bukti surat

tersebut  bermaterai  cukup,  dicap  pos  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya

yang ternyata sesuai (Bukti P.);

Bahwa  disamping  alat  bukti  tertulis  tersebut  Penggugat  telah

menghadirkan  pula  dua  orang  saksi,   yang  di  depan  persidangan  masing-

masing mengaku bernama:  

I. XXXXX,  umur  38  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  ibu  rumah  tangga,

bertempat  tinggal  di  XXXXX,  XXXXX,  XXXXX,  XXXXX,  memberikan

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-   Bahwa saksi  kenal  dengan Penggugat  dan Tergugat karena saksi  adalah

saudara kandung Penggugat dan Tergugat bernama XXXXX; 

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; 
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- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat  tinggal  di

XXXXX, XXXXX; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

- Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada  awalnya

berjalan baik dan rukun,  namun sekarang ini  rumah tangga mereka tidak

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

menerus; 

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak

bulan Maret 2016;

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat  dan Tergugat

karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke Makassar dengan

alasan untuk bekerja; 

- Bahwa  saksi  mengetahui  karena  saksi  mendapat  cerita  langsung  dari

Penggugat; 

- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah sebulan kepergian Tergugat,

Tergugat menghubungi saksi dan mengatakan bahwa dirinya telah menikah

lagi dengan Wanita Idaman Lain; 

-   Bahwa  Tergugat  menikah  dengan  wanita  tersebut  tanpa  sepengetahuan

Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal; 

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus

tahun 2016; 

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga

kembali ke rumah orang tuanya; 

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi

berkomunikasi ; 

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi

memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan

Penggugat lagi;

-  Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil

karena Penggugat tidak mau rukun lagi; 
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II.  XXXXX,  umur  24  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  ibu  rumah  tangga,

bertempat  tinggal  di  XXXXX,  XXXXX,  XXXXX,  XXXXX,  memberikan

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-   Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

adik sepupu Penggugat dan Tergugat bernama XXXXX; 

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; 

- Bahwa  setelahmenikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat  tinggal  di

XXXXX, XXXXX; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

- Bahwa  kehidupanrumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada  awalnya

berjalan baik dan rukun,  namun sekarang ini  rumah tangga mereka tidak

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

menerus; 

- Bahwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak

bulan Maret Tahun 2016

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat  dan Tergugat

karena Tergugat pergi ke Makassar untuk mencari kerja; 

- Bahwa  saksi  mengetahui  karena  saksi  mendapat  cerita  langsung  dari

Penggugat; 

- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat telah menikah lagi

dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal; 

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus

tahun 2016; 

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga

kembali ke rumah orang tuanya; 

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi

berkomunikasi ; 

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi

memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan

Penggugat lagi; 
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-  Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil

karena Penggugat tidak mau rukun lagi; 

Bahwa  Penggugat  tidak  keberatan  dengan  keterangan  para  saksi

tersebut  dan  menyampaikan  kesimpulannya,  tetap  pada  gugatannya  serta

memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,  maka ditunjuk segala

hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang

merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis

Hakim  terlebih  dahulu  akan  mempertimbangkan  kewenangan  Pengadilan

Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang,  bahwa perkara yang diajukan Penggugat  pada pokoknya

adalah gugatan perceraian  berdasarkan ketentuan  Pasal  49  huruf  a  berikut

penjelasan Pasal  49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

yang  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka

Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, para pihak dalam

perkara a quo merupakan suami istri sah yang telah terikat dalam perkawinan

yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXX, XXXXX, oleh karena itu

Penggugat  memiliki  hubungan  hukum  dengan  Tergugat  selaku  suami  istri,

dengan demikian Penggugat memiliki hak  (legal standing) untuk mengajukan

gugatan a quo;

Menimbang,  bahwa  perkara  cerai  gugat  adalah  termasuk  sengketa

perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun

2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,

namun  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  dalam  persidangan  maka

Majelis Hakim beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya

perdamaian,  hal  ini  sesuai  dengan maksud Pasal  4 ayat (2) huruf b Perma

Nomor 1 Tahun 2016;
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Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang

harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita

gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

sudah  tidak  rukun  dan  tidak  harmonis,  telah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  diantara  Tergugat  kepada  Penggugat  dan  berakhir  dengan

terjadinya pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup

rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  tidak  hadir  di  persidangan,  dan  tidak

menyuruh orang lain untuk hadir di  persidangan sebagai kuasanya, padahal

Tergugat  sudah  dipanggil  secara  sah  dan  patut,  maka  Majelis  Hakim

berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang,  bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat  telah  mengajukan  alat  bukti  tertulis  dan  alat  bukti  saksi  yang

penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa surat bukti  P.  (fotokopi  Duplikat  Akta Nikah) yang

merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi

bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  Penggugat  dan  Tergugat  telah

melangsungkan  perkawinan  pada  tanggal  20  Desember  2004  tercatat  pada

Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXX, XXXXX, sehingga bukti  tersebut telah

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian

yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat

terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat

perkawinan sejak tanggal 20 Desember 2004;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terkait dengan

keretakan  rumah  tangganya  tersebut,  Penggugat  telah  mengajukan  saksi

(XXXXX  dan  XXXXX) dalam hal ini adalah saudara kandung Penggugat dan

sepupu Penggugat dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil

sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi-saksi  Penggugat  tersebut,

mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang

dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,
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oleh  karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materil

sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang,  bahwa  terhadap  keterangan  saksi-saksi  Penggugat

tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh

karena itu  keterangan saksi-saksi  tersebut  telah memenuhi  ketentuan Pasal

309 R.Bg.;

Menimbang,  bahwa  meskipun  demikian,  oleh  karena  perkawinan

merupakan  perdata  khusus,  maka  Majelis  Hakim  tetap  memeriksa  alat-alat

bukti lain dari Penggugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti-bukti  tersebut  di  atas

dihubungkan  dengan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  serta  ketidakhadiran

Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian lalu

disimpulkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  sah,  menikah  pada

tanggal 20 Desember 2004, dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak;

2. Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  rukun  sejak  Maret

tahun 2016;

3. Bahwa  penyebab  ketidak  harmonisan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  tersebut  adalah  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat pergi ke Makassar

untuk mencari  kerja,  dan ternyata  Tergugat  menikah dengan Perempuan

lain tanpa sepengetahuan Penggugat; 

4. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah  tempat  tinggal  sejak  awal

pernikahan sekitar bulan Agustus 2016 sampai sekarang;

5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berupaya untuk

mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka 

dapatlah dinyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sah menurut 

hukum dan disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah 

terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak tercipta lagi 

suasana rukun dan damai, selain itu antara Penggugat dan Tergugat telah 
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berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2016 atau sudah 6 tahun 

lebih lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

Hakim  menilai  rumah  tangga  Pengugat  dan  Tergugat  telah  terbukti  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus  dan  kondisi  rumah  tangga

Pengugat dan Tergugat tersebut dipandang telah sampai  pada kondisi pecah

(broken marriage)  yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak  ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah nyata dari keterangan kedua saksi Penggugat

bahwa Tergugat alasan Tergugat pergi ke Makassar untuk mencari kerja namun

ternyata Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan

Penggugat,  hal ini  menimbulkan  kebencian  Penggugat  terhadap  Tergugat

sehingga  Penggugat  tidak  ingin  lagi  meneruskan  hidup  bersama  dengan

Tergugat  yang  akibatnya  antara  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah  tempat

tinggal,  hal  ini adalah  fakta  ketidak  harmonisan  rumah  tangga  mereka,

meskipun pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, namun sia-sia karena

disetiap  persidangan  Penggugat  berkeras  pada  pendiriannya  untuk  bercerai

dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga

adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila 

terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat pisahnya tempat 

tinggal maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-bathin diantara 

suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama 

sekali, sehingga tidak ada kecocokan dan kesamaan kehendak diantara 

keduanya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan MARI

nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 Bahwa dalam hal perceraian tidak

perlu  dilihat  dari  siapa  penyebab  percekcokan  atau  salah  satu  pihak  telah

meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri

apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan merujuk

pada  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  :  237/K/

AG/1998 tanggal, 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa
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berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama,

salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan

pihak lain,  hal  itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan

dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah

tangga  yang  demikian  akan  menambah  penderitaan  lahir  dan  batin  yang

berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang

lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal

agama  Islam  mengajarkan  menghilangkan  kesulitan  /  kemudharatan  lebih

diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul

fikih yang artinya "Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik

kemanfaatan";

Menimbang, bahwa  fakta hukum tersebut  juga telah memenuhi  norma

hukum Islam yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut : 

طلقة          القاضى عليه طلق لزوجها الزوجية رغبة عدم اشتد وإذا

Artinya :

Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka

Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  apa  yang  telah  dipertimbangkan

tersebut diatas, Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat  cukup beralasan

dan berdasar hukum serta   telah sesuai dengan ketentuan  pasal 39  ayat (1

dan  2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  telah  direvisi  dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf

(b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b

dan  f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  oleh  karena  itu  petitum  angka  2  gugatan

Penggugat  tersebut  patut  dikabulkan  dengan  menjatuhkan  talak  satu  bain

shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang,  bahwa  sesuai  maksud  Pasal  119  ayat  (1)  Kompilasi

Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh

dirujuk oleh bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad

nikah baru;
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Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang  perkawinan

maka biaya perkara  dibebankan kepada Penggugat  sebagaimana ketentuan

Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor 3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut   untuk

menghadap persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (XXXXX)  terhadap

Penggugat (XXXXX); 

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 202.000,00

(dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada

hari   tanggal  Selasa  tanggal  11  Februari  2025  Masehi,  bertepatan  dengan

tanggal   12  Sya’ban 1446 Hijriah,  oleh  kami  Drs.  Muh.  Yasin,  S.H sebagai

Ketua Majelis, Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag.,

MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada  pihak Penggugat melalui

Sistem Informasi  Pengadilan pada hari  itu  juga oleh  Ketua Majelis  tersebut

dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ansar, S.H sebagai

Panitera  Sidang,  dengan  dihadiri  secara  elektronik  oleh  Penggugat  tanpa

hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., MH

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yasin, S.H

Panitera Sidang,
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Ansar, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 100.000,00
Panggilan Rp 32.000,00
PNBP Rp 20.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 202.000,00

                            (dua ratus dua ribu rupiah)
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